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Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan
Agama Yogyakarta dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang
disebut Renstra Pengadialn Agama Yogyakarta 2025-2029. Renstra ini menguraikan tentang
Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari tahun 2025-2029.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan di bawahnya dan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementrian/ Lembaga
(RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)
tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan matriks pendanaannya
disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diperkirakan diterima Pengadilan Agama

Yogyakarta

Dengan tersusunnya rencana strategis ini,
diharapkan menjadi pijjakan sekaligus panduan
dan acuan bagi seluruh aparatur Pengadilan
Agama Yogyakarta memberikan pelayanan
hukum dan keadilan kepada pencari keadilan,
yang merupakan core bussiness lembaga ini
serta adanya peningkatan transparansi dan
akuntabilitas kinerja di Pengadilan Agama
Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya. Di samping itu, renstra ini
dimaksudkan untuk menyediakan dokumen
bagi Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 yang
lebih akuntabel,

Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun
2025-2029 telah diupayakan penyusunannya secara
optimal, namun kami menyadari apabila masih ada
kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan
adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan
kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan

Pengadilan Agama Yogyakarta
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KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah
pelayanan kepada masyarakat, hasil utama
yang diharapkan dalam penyelenggaraan
peradilan adalah pelayanan public yang baik,
sesuai yang diamanatkan dalam Undang-
Undang No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi
penyelenggaraan pelayanan public masih
belum sesuai dengan harapan masyarakat,
sehingga Pengadilan Agama Yogyakarta
wajib untuk : (a). mewujudkan system
penyelenggaraan pelayanan publik yang
layak; (b).
publik sesuai dengan peraturan perundang-

menyelenggarakan pelayanan

undangan yang berlaku; (c). memberikan
perlindungan dan kepastian hukum bagi
masyarakat.

Reformasi  sistem  peradilan membawa
perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Agama  Yogyakarta dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya
dibidang

Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan

Administrasi, Organisasi,
Agama Yogyakarta merupakan lingkungan
Peradilan Agama di bawah Mahkamah
Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan
Agama Yogyakarta sebagai kawal depan
Mahkamah Agung RI

berwenang menerima, memeriksa, memutus

bertugas dan

dan menyelesaikan perkara yang masuk di
tingkat pertama.

Perencanaan Strategis merupakan suatu
proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun
secara sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada pada lingkungan
Pengadilan Agama Yogyakarta.

Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam
program yang kemudian diuraikan kedalam
rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak
didukung dengan anggaran yang memadai
dilaksanakan oleh Sumber Daya manusia
sarana dan

yang kompeten ditunjang

prasarana serta memperhitungkan
perkembangan lingkungan Pengadilan Agama
Yogyakarta baik lingkungan internal maupun
eksternal sebagai variable strategis.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, telah
memantapkan status peradilan agama sebagai
lembaga peradilan yang utuh dan mandiri
dengan ditandai mempunyai kewenangan
untuk mengeksekusi putusannya sendiri.
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Potensi dan Permasalahan

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta
adalah melalui analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities dan threats). Dalam analisis ini
kajian dasar yang diterapkan adalah melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor-faktor kekuatan
dan kelemahan internal yang dimiliki suatu organisasi serta faktor-faktor peluang dan ancaman
eksternal yang mungkin dan sangat mungkin terjadi.

Implementasi metode SWOT juga memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ada melalui
analisa secara konseptual, analitis. realistis dan rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran secara
efektif dan efisien.

Strengths

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

» Adanya Kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan dan Indeks Persepsi korupsi
Dukungan Sistem berbasisi
Web/Dekstop ( SIPP, 11 aplikasi
Unggulan Badilag)

Adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP)

« Adanya Job discription dan SK

Penunjukan
Adanya Renstra atau Program Tahunan

Opportunities

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Adanya Tunjangan Kinerja/Remunerasi
sebagai motivasi dalam peningkatan
kinerja

Adanya Inovasi layanan kepada
masyarakat (ALPAT, MOLI ASKA,
Duta  Layanan, Poliklinik  Mini,
Kompensasi Pelayanan yang tidak puas
Adanya Aplikasi SIPP

Adanya Website Pengadilan Agama
Yogyalarta

» Aplikasi berbasis Web/Destok ( Aplikasi
aplikasi unggulan badilag )

—

Weaknesses

« Jumlah pegawai yang belum sesuai
dengan jumlah standar kompetensi
SDM  bidang  fungsional dan
kesekretariatan

» Beban kerja pegawai yang belum
merata

» Kurangnya simulasi terhadap
penanggulangan bencana Kebakaran,
gempa bumi dil)

« Fasilitas (AC, Kursi Meja, Filling
Cabinet dll) yang belum memadai

- Kurangnya sosialisasi RENSTRA
terhadap seluruh pegawai Pengadilan
Agama Yogyakarta

- Kurangnya kapasitas daya genzet
yang dimiliki Pengadilan Agama
Yogyakarta

Threats

Kesadaran masyarakat terhadap
aturan hukum

Kepuasan  masyarakat terhadap
pelayanan

SDM  Posbakum yang kurang
menguasai hukum formil dan materiil
Masih adanya SDM yang kurang
menguasai Teknologi Informasi

- Kurangnya kedisiplinan, pengetahuan

dan kemampuan sebagian mediator
Benturan aturan antar instansi
terkait/lain



Strengths (S)

Weaknesses (W)

- Adanya

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP)

Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan dan Indeks

Jumlah pegawali yang belum
sesuai dengan jumlah standar
kompetensi SDM bidang
Fungsional dan Kesekretariatan
Beban kerja pegawai yang belum
merata

st BT Kurangnya simulasi terhadap
i 1
gerND P ’ penanggulangan bencana
IFAS Dukungan system berbasis .
: - (kebakaran, Gempa bumi DII)
Web/Dekstop ( SIPP, 11 Aplikasi L g : ;
b ATy Fasilitas ( AC, Kursi, Meja,
Adignl :n Stangar Overasional Filling Cabinet dll ) Perkantoran
Prosezur (SOP) b yang belum memadai
T Kurangnya Sosialisasi
. g:nﬁ';f;kiib Disciiphion dan. 8K powerRa. wimstip . delisik
i  Pengadil
Aduiyis RENSTRA 5tst Piogri]  Pooval  Peopadilan  Agas
® Yogyakarta
Tahunan .
Kurangnya  kapasitas  daya
genzet yang dimiliki Pengadilan
Agama Yogyalarta
Opportunities (O) Strategi SO Strategi WO

+ Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- Adanya Tunjangan
Kinerja/remunerasi

sebgaimotivasi dalam
peningkatan kinerja
« Adanya Inovasi layanan

kepada masyarakat (ALPAT,
MOLI, ASKA, Duta
LayananPoliklinik Mini,
Kompensasi pelayanan yang
tidak puas, sarana difabel)

« Adanya Aplikasi SIPP

» Adanya Website Pengadilan
Agama Yogyakarta

« Aplikasi berbasis
Web/Desktop  (SIPP, 11
Aplikasi unggulan badilag)

Dengan dukungan Sistem berbasis
Web/ Desktop (SIPP, 11 Aplikasi

Unggulan Badilag) untuk
memaksimalkan pelaksanaan
Tupoksi

Dengan adanya Tunjangan

Kinerja/remunerasi pegawai PA
Yogyakarta

Penggunaan Teknologi Informasi
dalam Pelaksanaan Tupoksi secara
maksimal sesuai dengan SOP yang
ditetapkan

Pelaksanaan PTSP yang didukung
oleh Sistem Peradilan berbasis
elektronik ( e-Court)

Pemanfaatan Website PA
Yogyakartadalam publikasi
informasi berkaitanRB, APM dan
Pembangunan Zona Integritas
Dengan dukungan sistemberbasis
web/Desktop (SIPP, 11 Aplikasi
Unggulan Badilag)

» Pelaksanaan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu ( PTSP)

Adanya Tujangan
Kinerja/remunerasi untuk
memaksimalkan pelaksanaan
tupoksi

Dengan  adanya  dukungan

penggunaa teknologi informasi

untuk memaksimalkan
penerapankode  etik  hakim,
Panitera dn JS/JSP

» Degan adanya aplikasi SIPP

untuk memaksimalkan
pelaksanaan tupoksi
Pemanfaatan Website PA
Yogyakarta dalam memberikan
informasi terkait RB., APM dan
Pembangunan Zona Integritas
guna meningkatkan kepedulian
Pegawai

Penggunaan Teknologi Informasi
secara oprimal untuk
menigkatkan kompetensi
pegawai di bidang fungsional
dan kesekretariatan.




Treaths (T) Strategi ST Strategi WT
. 1.Optimalisasi  sosialisasi
aturan  hukum melalui
media social dan
Sosialisasi aturan hukum melalui menyediakanbrosur di
media social dan menyediakan meja informasi pengadilan
brosur di meja informasi Optimalisasi pelaksanaan
Kesadaran masyarakat Dengan Pelaksanaan Reformasi RB, APm dan
terhadap aturan hukum Birokrasi, APM dan Pembangunan Zona
Kepuasan masyarakat Pembangunan Zona Integritas Integritas guna
terhadap pelayanan guna meningkatkan kepuasan meningkatkankepuasan
SDM  Posbakum yang masyarakat terhadap pelayanan masyarakat terhadap
kurang menguasai hukum serta melaksanakan pelaksanaan pelayanan serta
formil dan materiil SOP melaksanakan
Masth adanya SDM yang Seleksi dan bimbingan SDM pelaksanaan SOP
kurang menguasai Posbakum secara profesional Optimalisasi Hakim

Teknologi Informasi
Kurangnya kedisiplinan |,

Pengetahuan dan
kemampuan sebagai
mediator

Benturan aturan antar
instansi terkait/lain

Pelaksanaan DDTK dan
pendampingan bagi SDM yang

kurang menguasai Teknologi
Informasi
Seleksi Mediator secara
Proporsional

. Sosialisasi aturan terhadap

instansi terkait/lain

Pengawas Bidang terkait

Posbakum.
Peningkatan SDM  di
bidang Teknologi
Informasi

. Monitoring dan evaluasi
dari  hakim Pengawas
bidang terkait

pelaksanaan mediasi oleh
mediator

Koordinasi antar instansi
terkait/lain terkait aturan
yang berbeda.

Penjelasan :
. Strategi SO adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
o Strategi WO adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan
peluang
. Strategi ST adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
o Strategi WT adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman
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Guna mengetahui strategi yang tepat dalam mencapai tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta
maka diperlukan identifikasi stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkaitan erat
dengan Pengadilan Agama Yogyakarta. Stakeholder yang berkepentingan dengan
Pengadilan Agama Yogyakarta diantaranya sebagai berikut :

No Stakeholder

Kebutuhan dan Harapan Pada PA Yogyakarta

Masyarakat Pencari

Persidangan perkara yang sederhana, cepat dan
biaya ringan

Keadilan/ Para Pihak Putusan memenubhi rasa keadilan
Pemberian produk pengadilan tepat waktu
Data perkara yang valid
2 Mahkamah Agung RI Kelengkapan pengiriman berkas upaya hukum

kasasi dan peninjauan kembali/ PK

Direktorat Jenderal Badan
P Peradilan Agama
(BADILAG)

Meningkatnya penyelesaian perkara yang
sederhana, tepat waktu, transparan dan
akuntabel

Meningkatnya penyelesaian perkara dalam
jangka waktu 5 bulan

Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan
terpinggirkan yang diselesaiakn secara tepat
waktu

Pengadilan Tinggi Agama

Ketepatan pengiriman laporan keperkaraan dan
kesekretariatan

Kelengkapan pengiriman berkas upaya hukum
banding

Peningkatan disiplin pegawai

« Meningkatnya kerja sama dalam hal pemenuhan

bantuan panggilan/ PBT Tabayun, pelaksanaan sita
dan eksekusi secara tepat waktu

Permohonan/ Gugatan selesai tepat waktu, benar
serta lancarnya proses pengajuan pendaftaran
perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta
Membantu atau melayani para pencari keadilan

4. Yogyakarta
3, Pengadilan Agama Lain
6 Pos Bantuan Hukum/
' Posbakum
7. Bank

Kerjasama dalam hal pembayaran gaji dan
tunjangan pegawai secara tepat waktu

Kesepakatan bersama  mengenai tata cara
penyetoran panjar biaya perkara

—



T _

Guna mengetahui strategi yang tepat dalam mencapai tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta
maka diperlukan identifikasi stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkaitan erat
dengan Pengadilan Agama Yogyakarta. Stakeholder yang berkepentingan dengan
Pengadilan Agama Yogyakarta diantaranya sebagai berikut :

No Stakeholder Kebutuhan dan Harapan Pada PA Yogyakarta

. Kemudahan masyarakat dalam melakukan
—— : :

g Kantor Pos legallsa51:':1at bl‘.ll-(tl persidangan ‘ _

« Transaksi pengiriman surat dan biaya panggilan

melalui Kantor Pos

» Kesepakatan bersama mengenal tata cara
9. Radio Republik Indonesia pemanggilan pihak dalam perkara perceraian
yang tidak diketahi tempat tinggalnya

« Persidangan dan penyelesaian perkara tepat
waktu dan transparan
« Pemberian produk adilan tepat wakt
10. Advokat/ Pengacara mberian p ‘peng o pat wakts
« Putusan memenuhi rasa keadilan
« Informasi perkara yang dipantau secara cepat

dan tepat




BAB Il. VISI, MiISI, TUJUAN,
SASARAN STRATEGIS

e Visi dan Misi
e Tujuan dan Sasaran STrategis
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Visi dan Misi

Visi merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan
cita-cita atau tujuan hukum yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta
merupakan pandangan ke depan untuk menentukan arah kerja Pengadilan Agama
Yogyakarta agar dapat memiliki kemampuan sendiri, bersikap adil, menciptakan pengadilan
yang berkualitas dengan pegawai yang memiliki integritas tinggi dan moralitas baik.

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi

yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi

Meningkatkan kualitas sumber

daya aparatur peradilan agama

sehingga lebih professional dan

_ proporsional

"TiSi ' | Memberikan pelayanan prima

guna terwujudnya pelayanan

“Terwujudnya Pengadilan peradilan yang sederhana, cepat

) . N ' dan biaya ringan

Agama Yogyakarta yang _
Melaksanakan tertib

Agung” o : .
-t a d ministrasi d an man Eiq] emen

peradilan yang efeltif dan efisien

Memberikan dan menyajikan

informas a transparan,
jujur dan akuntabel
Meningkatkan citra lembaga
peradilan agama sesuai dengan
visi Mahkamah Agung
Republik Indonesia




Tujuan Sasaran Strategis

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya Akses Peradilan
bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan

Meningkatnya Kepatuhan

terhadap Putusan Pengadilan
Terwujudnya Proses Peradilan
yang pasti, Transparan dan
Akuntabel

Peningkatan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM)
Terlaksananya Administrasi
Kesekretariatan yang tertata
rapi dan lengkap

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS




Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan Sasaran Strategis
dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dengan
digambarkan sebagai berikut :

Sasaran

Tujuan

Kinerja Utama Indikator

» Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu

» Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya

Tersedianya informasi Terwujudnya proses peradilan hukum banding

yang transparan, jujur dan |yang pasti, transparan dan - Persentase perkara yang

akuntabel akuntabel tidak mengajukan upaya
hukum kasasi

» Index responden pencari
keadilan  yang  puas
terhadap layanan
peradilan

« Persentase salinan
putusan yang
disampaikan ke para
pihak tepat waktu

» Persentase perkara yang

diselesaikan melalui
Terwujudnya pelayanan mediasi

peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

« -Persentase perkara
prodeo yang diselesaikan

Meningkatnya Akses Peradilan « -Persentase Pencari

bagi masyarakat miskin dan keadilan golongan

terpinggirkan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum

(Posbakum)
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Sasaran
Tujuan
Kinerja Utama Indikator
Meningkatnya Kepatuhan * FRIEiiose pUSS
terhadap putusan pengadilan pfar.kara pf:rdfata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

« Persentase ketepatan
pelayanan  administrasi
kepegawaian dalam
pembuatan KGB

» Persentase ketepatan
pelayanan administrasi
kepegawaian dalam
pengusulan kenaikan
pangkat

« Persentase ketepatan
pelayanan  administrasi
kepegawaian dalam
pembuatan surat cuti

Terciptanya tertib pegawai
administrasi dan - Persentase ketepatan

manajemen peradilan yang penyusunan Laporan

e : Terlaksananya administrasi .
efektif dan efisien . ¥ Keuangan yang dibuat
Kesekretariatan yang tertata
« Persentase ketepatan
dan lengkap

penyusunan Laporan
BMN yang dibuat

«» Persentase ketepatan
penyusunan Laporan
Tahunan dan Laporan

Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)

« Persentase ketepatan
pengiriman Laporan

absensi pegawai
« Persentase penyusunan

Rencana Kerja
Anggaran/ RKA-KL

« Persentase laporan
realisasi pelaksanaan

~ anggaran
[
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Sasaran

Tujuan

Kinerja Utama Indikator

- Persentase Pegawai yang
diusulkan diklat teknis

. Persentase pegawai yang
diusulkan diklat non
teknis

. Persentase pegawai yang
mengikuti/ lulus diklat
teknis

. Persentase pegawal yang

Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM)

mengikuti/ lulus diklat
non teknis

« Persentase recalisasi
perencanaan

Terciptanya kualitas propranviegiatan  dan

sumber daya aparatur
peradilan agama sehingga
lebih professional dan

anggaran satuan kerja

« Persentase terpenuhinya
layanan bidang

sicHitsiona] | teknologi informasi

Tercapainya dukungan « Persentase ketepatan

manajemen untuk Layanan penyelesaian

Prima administrasi dan laporan
keuangan yang dibuat

. Persentase ketepatan
pelayanan administrasi
kepegawaian yang
dilaksanakan

- Persentase ketepatan
penyelesaian lapora

Terpenuhinya kebutuhan sarana | . Persentase realisasi
dan prasarana dalam pelaksanaan  anggaran
mendukung pelayanan pengadaan dalam satu

peradilan tahun anggaran




BAB Ill. ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI

¢ Arah Kebijakan dan Strategi
¢ Kerangka Regulasi
¢ Kerangka Kelembagaan




Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2005-2025, Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur

perekonoman yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah

yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

. 3
- =SS Prh e

ARLIY
te] ’i‘{:
2 Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat

3 Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
-\( Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga
Prioritas, kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Terdapat

4 pilar dari RPJMN
ke IV tahun 2025-
2029 yang
diterjemahkan ke
dalam 7 agenda
pembangunan yang
didalamnya

terdapat Program

Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas

Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan

Meningkatkan Sumber Daya
Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing

Membangun Kebudayaan dan
Karakter Bangsa

Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Ikhim

Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik




Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI telah
menetapkan Visi, yaitu :

i el s e I T e |
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.

Terwijudnya Badan Peradilan ndonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut membutuhkan langkah-langkah
konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang
terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur dan dituangkan
dalam rumusan Misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk
masa 2010-2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

3. Meningkatkan akses masyaraat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen peradilan yang unggul,
menempatkan terdapat 7 (tujuh) area Peradilan Agung, yaitu :
Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan
Kebijakan — Kebijakan Pengadilan
Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Keuangan
Penyelenggaaraan Persidangan
Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan

Pelayanan Pengadilan yang terjangkau

"N E Wwe

Kepercayaan dan Keyakinan masyarakat pengguna Pengadilan

Berdasarkan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah
kebijakan dan strategi jangka Panjang Mahkamah Agung RI, telah menetapkan
arahan kebijakan dalam beberapan strategi perubahan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi penanganan perkara untuk mewujudnkan
peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Melingkupi program dan kegiatan di
area akses keadilan (Posbakum, Sidang Keliling, akses pada kelompok rentan),




modernosaso sistem penanganan perkara melalui e-court, e-litigasi, e-berpadu,
eksekusi/pelaksanaan putusan.

2. Membangun integritas dan profesionalitas Hakim dan Aparatur Pengadilan.
Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status Hakim,
seleksi jenjang karir, pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta
pengawasan bagi Hakim dan Aparat peradilan teknis dan non-teknis.

3. Meningkatkan kapablitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern,
dinamis dan akuntabel. Meliputi program dan kegiatan terkait restrukturisasi
organisasi, kemandirian anggaran, contempt of court, modernisasi sistem

administrasi kelembagaan.

Arah kebijakan dan strategi pengadilan agama Yogyakarta
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta menetapkan arah, kebijakan dan strategi

sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari
keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi
tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat
sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk
meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal - hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi
peningkatan kinerja :
a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi
sesuai dengan kompetensi;
b. Pengawasan Internal dan Eksternal;
Memahami Job Description;
d. Menguasai Standar Operating Prosedur (SOP);

e. Adanya dukungan sarana pasarana dan teknologi informasi yang memadai




Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan
kebijakan yang memperhatikan hal — hal sebagai berikut :

a. Memiliki standar pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yang mengatur
dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima
pelayanan;

b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;

Memahami Job Description;

d. Menguasai Standard Operationl Procedur (SOP);

¢. Peningatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pelayanan
Publik dan Pelayanan Prima;

f. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan

publik;

Kerangka regulasi

Dengan lahimya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka
regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan
nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari
visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPIJM
Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program
kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas
kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana
kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “.

Kerangka regulasi Mahkamah Agung merupakan usulan atau identifikasi
kebutuhan peraturan perundang-undangan (khususnya UU), yang diperlukan dalam
rangka pencapaian arah kebijakan dan strategis yang dicanangkan oleh K/L. sebagian
besar dari RUU yang diusulkan ini juga telah masuk dalam rincian output RPJMN
yang dibebankan ke beberapa kementerian terkait.




PRSI S

Undang-Undang

Untuk mendukung Arah Kebijakan

dan Strategis

Kajian RUU Hukum Acara Pidana

Maningkatkan efektifitas dan efisiensi

penanganan perkara

2. Kajian RUU Hukum Acara Perdata
3. Kajian RUU Perubahan Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
4. Kajian RUU Badan Usaha
5. Kajian RUU Jaminan Benda
Bergerak
6. Kajian RUU Kekuasaan Kehakiman
EA Kajian RUU Mahkamah Agung
8. Kajian RUU Peradilan
Umum/TUN/Agama/Militer
9. Kaj ian RUU Pengadilan Pajak

10. Kajian RUU Jabatan Hakim

. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi

penanganan perkara

. Membangun integritas

. Meningkatkan kapabilitas organisasi

Selain itu, dalam Renstra Mahkamah Agung hendak mengajukan

identifikasi beberapa regulasi lainnya dan regulasi internal yang perlu untuk

dievaluasi dan disempurnakan dalam rangka mencapai arah kebijakan dan strategis.

1.

2.
3

4,

Rancangan Perpres Kepaniteraan Mahkamah Agung
Rancangan Perpres Sekretariat Mahkamah Agung

Rancangan PerMenpanRB Jabatan Fungsional Panitera

Rancangan Perma Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan secara

elektronik

. Rancangan Perma Mediasi

5
6
7
8
9

Rancangan Perma Gugatan Sederhana

. Rancangan Perma Restitusi

. Rancangan Perma Pelaksanaan dan Eksekusi Putusan

. Rancangan Perma Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi

10. Rancangan Perma Panduan Pemidanaan Tipikor

11. Rancangan Perma Panduan Pemidanaan Narkotika




12. SK KMA tentang pola rekrutmen, jenjang karir, promosi, mutasi dan rotasi
Hakim.

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung
pada RPJM periode ke IV tahun 2020 -2024 yang bertema “Indonesia
Berpenghasilan ~ Menengah —  Tinggi yang  Sejahtera, Adil dan
Berkesinambungan” oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program
pemerintah guna memperkuat Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
meliputi : (1). Reformasi Birokrasi untuk pelayanan public berkualitas; (2).
Memperbaiki system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan; (3).
Mempermudah akses terhadap keadilan.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam
RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka
kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan
sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi
merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi,
mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam
rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala
Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015 -
2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak  Nomor
:2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman
Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka
regulasi dalam rencana stratejik tahun 2025-2029 adalah :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan
pembangunan,

2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas
pembangunan,

3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan

regulasi.




Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merealisasikan program pemerintah
yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025-2029 juga harus menetapkan kerangka
regulasi, dimana penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama
Yogyakarta akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah
kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Yogyakarta serta arah kebijakan dan strategi
Mahkamah Agung.
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d. Kerangka kelembagaan

Kerangka kelembagaan Mahkamah Agung dapat dijelaskan sebagai berikut:

No | Kerangka Kelembagaan

Muatan

1. Perubahan Struktur

Perubahan struktur dan fungsi pada:

Fungsi SDM dan Aparatur

Peradilan

Organisasi 1. BUA yakni Biro Hukum dan Humas, Biro
Renog, Biro Keuangan, Biro
Kepegawaian, Biro Perlengkapan.
2. Badan Pengawasan
3. Dirjen Badan Peradilan yaitu Direktur
Pratalak, Direktur Binganis Miltun
4. Kepaniteraan yaitu pada Kepaniteraan
Muda Perkara.
2 Plé:-nyesuaian Pengelolaan | Perubahan tata laksana SDM  untuk

memastikan terpenuhinya siklus manajemen
SDM berbasis kompetensi, serta konsekuensi

perubahan organisasinya.

3. Penyesuain Buku 1, II, III,
dan IV

Kodifikasi berbagai peraturan MA dibidang
organisasi, tata laksana, manajemen perkara,
pengawasan dan SDM untuk memastikan

konsistensi dan simplikasi regulasi.

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai salah satu satuan kerja dibawah

Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan

struktur organisasi yang kuat. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta

dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan dibantu oleh

Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur

organsasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil

Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam rangka

melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun, tata kerja

Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama

telah diatur dalam Peraturan




Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tersebut,
dibentuklah Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai

berikut :




BAB IV. TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN




1z 6¢0T7-S7OZ SIDILVILS VNVINIY

vied epedoy uesmynd s1 ueynyeIaqip ueSuUAP

redwes smndip Sued seid  ueSuequuipad
uep puisjew fn ey erexsod ueesdRAued ‘q
‘ueSuepun-Juepuniad
ueimerad yajo uie] ueymuayp eluueesyuawad
myess  eySuel  Sued  eseysod-ereyiad
yun 1enday ‘nfeduaq uepipeduad oy uesmynd
ueurjes uewtnguad ueBusp redwes eieIdq
epnjy eionueq eped o)siSomp eiexiad yefog e
:mjied npem jeda) eiedss wapotu
eAuure] ueSueusmay eues [equiey ueneluiudg uep Jisuodsau
04,001 X ueyIesa[asip | uep Isesey erexid ueresa[oAuad  ueBumiyiad ¢ ‘[aqelunye
Juek ereytad nyepiaq Suek uenjualey uep JEPUB]S [BNSAS NPEM ‘ueredsuen
yepwn( Seqip npjem | jedsy ereoos eieuad ueresajahuad snynJuow ymun g npjem Jeds) eieoas | ‘Jyaye Suek
ue[ipeiad uepeq jeday ueyIesa[asip ‘ue[ipeay Leouad yey:d esed epeday wnyny viesod  ueisajakuad | uepperad  sasoxd
uep ueeianueday | uesiog | Suek ereiod yejung | uepsedsy Laquwaw ynjun uen(nuaq 1ul JojeIpuf ‘[ | 2SBIUSId{ I'1 eAupnfnmis], | [
ue[ipeaysag uep eiedg ‘uensedasiog Sued wnyny ueyeSaudd uep ueueAejaq wepep Lipuejy Suek uejipesdq uepegq ueypafmay : [ uenmy,
uerode| qemep RETLA Y
Sung3ueusg uenjes | JopeqIpuj snwny Jo)eIpuj snwey| J01eqIpu] UBIBSEBS ‘ON

6207-ST0T ONNOV HVINVIHVIA VILSNTY SIDALVILS NVIVSVS NVONVONVY



ZZ 620T-5767 SIDILVHLS VNVION3Y

‘iseynuiw 1p ereytad
e33uiy Juipueq jexSun eped 193s13a1 Iowou
ueyjedepusw eieysad yelos erestad ueuedueuad
ned  npem  jeds)  ereyrad  ueiesappAudg B

njrek npjem 1eda) eiesss Juipueq
1eySun erexpad ueresajaAuad ueSumyyiad ymun y
(dvd)
ueyijiwog Isensiuiwpy ueie3duedd e
Gedepuad il
:ure| erejue ueduepun-3uepuniad ueingerad
yojo uyeuaqip Juek ure| ue3ueuamay (¢
‘(qnrayew 1fn yey) Suepun
-Buepun ue3uap Juepun-Fuepun yemeqip
ue3uepun-uGuepuniod ueierad 1m3uspy (T
‘1[1pedusy

ueueuomay  eeyduag  ueiesapRAuad ([
:ye[et eAuute] uedueuamay o
nyej4aq Juek uenjualay uep Jepuels
ue3uop enses nfefuad uepipeSuad nee yeyrd
ueilode| qemep sidajeng

dun33usuag uenje§ | J0)EYIpU] Snmnyy J0)B}Ipuj snwey Jojeyipuy ugIBses "ON




6Z07-S20C SIDILVILS VNVINIH

uepipeduad  epedoy | Jeins/[RUOISUSAUOYN/IUOLNI[S BIBAS uByMyR[Ip Suek
URYWLIYIP Suek | uesmnd ueurjes eAuwyip yefos Sumuyip elsury] nfeSuad
erexaad yejwn( 13eqip ‘nyje[1eq Juek uemualey uepipeduad epeday
myem Jeds) ereoss | uep tepuejs ueduop 1ensas npjem Jedsy nle3uad Surpueg 1ey3ur],
nfe3uad ueppe3uad | uepipe3uad epedsy Suipueq jex3un) uepipeduad ue[ipeduag yaro
epeday  ueywupyIp | yojo uesmnd ueuerjes uewinSuad inynIuow ynjun npjem  jedsy  uesnind
Suek uesnynd ue[ipeay wesuad yeyid ered epeday wnyny eueurjes  uewriduad
ue[IpeIdd uepeq | udsidd | ueuifes yejwng | uenseday woqwaw ynun uen(nuaq il Jojeyipuf asejuasIag Al
ewead jey3un redeqos
NNLLd uep njwjiq eped ereyiad ynseuus], o
ueelayueday] ay winjey sijalepy Lep ereyiad
seyioq [opunq ueyeroAuad ye[epe IseInuijy q
asejuiw 1p eaeysad e33ury 19181331 Jowou
ueyjedepuaw ereysad yelos erexsad ueue3ueuad
mied npea  jeday  eeyiad  ueresopadusd e
:ned npjem jeda) eiedas ewenad
1ey3un  eseytad uresspaAuad ueSunuysad ymun
sugiwid
eped 1edepuad ueepaqiad eieyrad ynsewua] q
ueaode| qemep sidayen}g
dun33ueuag ugnjes | JoreyIpuj snumny J0}BqIpu] Snuey| J10)eqIpuj ugIeseg "ON




6787-S707 SIDIALVYLS VNVIONIY

ug[ipeiaq uepeqg

uasiag

Suek uesnynd
ueuijes yejun(
i3eqip npem  Jedsy
eieoas yeyid ered
pedoy  ueywLIyIp

e1pasio) Suek uesmnd

ueuI[es yeung

uep "N(L ‘ewedy eiepiad ‘eieplad eiexsad jymun)
nye[1aq Juek

uenjualey uep Jepue)s rensas npjem jeds) yeyrd ered

epeday eweuad jex3up ueppeSuad yopo uesnnd

ueures uewnSuad/ueeipaduad inyn3usw ynup)

‘uejipeay Lieouad yeyid esed epeday wnyny

uenseday woquiow ymun uenfnuaq rur JojeNIpuj

yeyrd eied

epeday eurepiad jey3un
uejipeduad yajo npyem
1eda) uesmind ueurjes
uewiLn3uad/ueerpakuad

ENATEITER ol |

%001 X nfe3uag

‘uewiLn3uad
esel epedoy ueyyesasip uesmnd eueuifes yelds
Sumuyip e3ney yeyidpejeossy jeins mpepow
uesmnd ueuwrjes uewiSuad ymun efoury

‘nfe3uaq uejipeduag
3y IS uejwunyip uesmnd eueuies yelss
Sunuyip yiwonys(e uewnduad apojaw ueduap
uesmnd ueurpes uewwduad ymun  elroury

‘nyeplaq 3uek uenjualay
Junuaw niyem Seleq uep apojow ue3uap

1ensas npjem Jeds) uesnind ueurjes uewuad

mnyuaq redeqas uesejaluad ueuap jeIeoI10]

‘B

uelode| qemep

dun33ueuag

aenjes

J0JBYIpU] SNy

J0jeqIpuy snwey|

10)Eq1puy

sidajen)g

ueIeses

.cz




6C0T-5207 SIDILVYLS VNVINIY

yeyrd esed ysjo ewrap

uesmnd ueuyfes yefos Sunyyrp eysmunf myejpuw
uesmind ueurjes uewni3uad ymun efury °q

Sreyid ered yiuonyee :.EE%

[npeow  ueywuyip uesmnd ueuies yelss

Sumuyip yjuonyaje uewwnduad spojow ueduap
uesmind ueurjes uewrn3uad mun eliouryy e
amjLIaq redeqas
uesejafuad ue3usp rensss myepleq Jued uemuslay
JINuUSW npjem SeJeq UBp dpolowl ue3usp Je1edia)
JRINS/[BUOISUSAUOY/MIUOAND[d  BIBOAS  UBYNYB[IP
Sued uesmnd ueuies eAuwriyip yefos Sunuyip
pweldq Jexdur], ueppedusq reeqas [LTINTIA
eped eieyiod uep jeAeurf “Ial[I euepid ‘Buepld

eieysod ymun vesnind ueurjes uewn3uad eliaury

(uejipeduag
%001 | Isewoju] walsis) dIS eped peojdnip yera) Juek
x yeyid esed epedoy | uesmind ueurjes eAueipasia) yefos Sumuyip efioury
ueyWLIYIp/eIpasia) | ‘ewendd 1ey3ur] uepipeusg refeqas NLId
uneiode| qemep sidajens
Sun33uvuag uenjes§ | J0)EYIpU snwny J0)B{Ipuf snwey| JopeqIpuy UBIESES "ON




670Z-S707 SIDILVYIS VNVONIYH

%001
x nfe3uad ueipeduad

ewnayp  Juek Md
uep isesey ‘Suipueq
uesnind st yueynad
13eqp
BIBODS

yejunl
npem  jeds)
yeyrd ered epeday

uesmnd 1s] uenyejuaquwiad ymun  elury °q
Syeyrd ered yiuonyare
I[isiwop mejaw ueywyip uesmnd sy yelos
Sunnyip yruonyae uewrnduad apojow ueIusp
uesmynd 1s1 uenyeyuequiad  ymun  elloury e
Jnyuaq redeqas uesea(uad ueduap urwiFuad
ueynje[ip yelos Sunyip NI uep ‘ewede ejepiad
‘eyepiad exexzad uesmnd 1s1 uenyejuequied elraury
EMaq
3uel uemuojey uep Jepuels Ienses npem Jeds)

nle3uad uepipeduad ysjo yeyrd eied epeday 3[4 uep

“Yeyid
eied epeday nfeGuad
uepipeduad yo[o
npjem jedsl vieoss jJ

uep ‘isesey ‘Suipueq

ueyWLIIp/eIPasIa) | isesey ‘Fuipueq jey3un uesmnd 1s1 uenyejaquiad 1ey3un  uesmnd  si
Fuek uesrynd | yueynad uewiLnduad Inyn3usw ymun uenyepaquiad/ueynad
ISt uenyeprequiad; ‘uejipeay Leouad yeyid ered epeday wnyny uewn3uad
ue[IpeIad uepeq | uasiaq | uejnad yejwng | uegseday woquw ynjun uen(myiaq ur JOyIpuj asejuasIag A
‘uewrnFuad
esel epeday ueyyesssip uesmnd ueuijeg yelas
unyyip e3nay yeyrd jejeoss) jemns |njejaw
uesmind ueurjes uewin3uad ymun eleury o
ueiode] qemep sidajens
Sun33ueuag uenjes§ | JI0}BNIpuj snunyy A0}B}IpU] Snwey| Jo03eyIpuy UBIESES "ON




LZ 676Z-S707 SIDILVULS VNVONIY

Sunuyip eSuey yeyid jeIe0)d) jRUNS INfR[AW
uesmynd ost ueyned uewduad ymun eloury
Oyeyid ered ysjo euwiLIa}p
uesmynd ueyned yeles Junypyrp episnunl miejaw
uesmynd 1s1 ueyned uewrnduad ymun elioury °q
“yeyid ered YIuonya[a I[Isiwop
mepw  ueywupjp uesmnd ueynad yeles
Sumyrp yruonyopa uewwuiduad apojow uedusp
uesmnd 1s1 ueyped uewrnSuad ymun elloury ‘e
nyjLIaq [edeqas
uesefofuad ueSuop uewn3uod ueynyepp yelos

Sunyyip el1oury jeAeuil uep soupiw eueptd ‘eueprd

eieygod uesmynd 1s| ueyned uewnn3uad elioury ¢
uewrnduad esel infejaw

yeyid eted epedoay ueyyesasip uesmnd sy yelas

Sunuyip e8ney yeyrd 1ejeoid) jeins Inje[auw

uesynd 1] uenyempraquad ymun elury 9
Syeyid ered yajo ewrisyup

uesmnd 1s1 yelos Sumuyip eusnunl mpepw

ueiode| qemep sidayea)g

dun33ueuag uenje§ | J0)EYIpU] Snuny 10}BYIpU] Snuey| J0}BqIpuf ueJIeses *ON




670Z-5707 SIDIALVYLS VNVINIH

%001 X nfe3uag
uepipeduad BWLIAYP
Buek 3 d uep isesey]
‘Fuipueg uesmnd

ueurjes yejwn( 13eqip

yeyrd ered ysjo euwriayp

uesmnd ueurjes yefos Sunuyip eysnunl injeow
uesmind ueurjes uewrn3uad ymun elieury °q

“yeyrd ered yruonyafa isiwop

injeow ueywupip uesmnd ueures yelss

Sunyiyrp yruompjepa ueunnduad apojaw uefuap
uesmynd ueurjes uewrn3uad ymun eloury e
nyLIaq
1e3eqas uesepafuad ueSusp uewnn3uad ueynye[Ip
yefos Sunmuyip elrsury jefeurl uep oy eueprd
‘euepid ereyiad uesnynd uveurjes uewin3uad eloury

‘myjepraq Juek uemUL)RY JIUNUAW NJYEM SEleq uep

yeyid ered epedoy
nfeSuay  uepipeSuag
ya[o npjem jedoy

3d uep isesey ‘Suipueq

npyem  Jeda)  eieods | apojowr 1ensas npjem Jeda) y[J uep isesey ‘Suipueq rey3unn  jeleur[ uep
I[N yeyrd ered epeday | 1ex3un jeAeur uep sonjiw euepid ‘eueprd eseysod oy eueprd ‘eueprd
ue[Ipesad uep ueywuyIp/eipasia) [ uesyynd  ueupes uewnn3uad anyn3usw  ymup) eaeytad uesnmno
ewedy ue[ipelad uek uesnynd ‘uejipeay ueouad yeyid eied epeday wnyny ueu[es uewy3uad
‘wnuif) ue[ipeldqd | ussidq | ueul[es yejwng | uenseday woquow Yinun uen(nyaq ur IOjeNIpPU[ ENFUENER Sl
‘uewnduad esel inejow yeyrd
eied epeday ueyyesasip uesmind ueynad Nefos
ueilode| qemep sidajeq)g
Sun33ueuag uBnjes | JI03BMIpUJ snuwny J0)BYIpu] snuey| aoyeyipuy UBIBSES 'ON




670Z-S7BT SIDILVHLS VNVONIY

ue[Ipelad uep ue3uap snyndip ‘uepipeay weouad yeyid ered epedoy winyny smindip [iseyiaq Sued
wnui() ueppelrdd | uesidd | Suek eieed yejwng | ueysedoy wWequew ymun uenfnpeq ur sojeyipup [ | eieysed osejussidd §°[
%001
x nfeSuaq uepipeduag
oy WwLIyIp [BUOISYEPal UBYR[BSAY
Bued uesmind yepwnl seje ue[nioquiad
i8eqip  uejmyequiad [RUOISYEPal UBYR[ESIY SBJR | ueyRluIWIp Yepn Suek
ueyeUIIp yepn | ueyyaquwiad ueyejurunp yepry Jued Sundy yeweyyep | Sundy yeweyyeA
ueesonueday | uesiad | Suek uesmnd yejwung | vesmynd yejwnl inynSusw ymun uenlnyaq ur Jojeyipu] | uesnynd asejuasiag /|
%001[ X Isenuruip
ye@r Bued uesmnd
yejwnl 13eqip ‘uesmynd pio3ya11p eped uesmynd Liopfa1Ip
uesmnd uopjaaip | uesmnd ye33un ueynyepw >pun Jundy yeweyyepy | eped yed3unip
ue[ipelad uepeq eped ye33unip | uep Juipueq 3ex3un ‘ewepad jeySun ueppeduad | Suek uejipeduad
uep ueemd)ueday | uasiad | Suek uesmnd yepwng | ueymedsy Jnyn3uswr ymun uenlnuaq rur soeyipu] | uesmind asejuasiagd 97|
‘uewiiduad
esel epeday ueyyesssip uesmnd ueurpes yelos
Sunyyipednay yeyidaejeolay jeins  injejaw
uesmind ueurjes uewwi3uad ymun elaury o
uerode| qemep sidajea)g
dung3ueuag ugnjes | J0)ENIpUJ snunyy J0)ByIpuy snwey| JojeyIpuy uB.Ieses 'ON




670T-570T SIDIALVYLS VNVINIY

‘[BY We[ep J1II0ISaI
uepipeay ueyderouosw SFueuamisaq Yepn wDEH ‘¢

uejeyeloy

edniaq Sued seyuip npe; eueprd yepur] 9
neje ‘[1seysaq epi BAUISISAIP

Sued yeuy mjeod ueSuop euepid yepuil P
‘unueb ninuaw
jekeurl euepid yepui ynseuls) ‘ueeMyep njes
yeres wejep emeluad unye) (ewil) ¢ [eunsyew

uewnyny ueweoue ueSudp euepid yepui

‘uenpe yiop ueyedniow euepid yepui], °q
‘Jedwajes suraoid wnwiuiw yedn
%001 X J11e101Sa1 | L1ep y1qa] Yepy neje (yerdnt nqu smet euy einl
ue|ipeay  ueiedepuad | enp) 00°000°00S7dY HeP Yiqd[ Yepy le[Iuiaq

uedesouad | ueqioy ueiSnioy neje ueduu euepid yepun

iseyyleny ynuawaw | ueyedniow ueynyeyip Fued euepid yepui] ‘e

Suek ereysad yejwnf ‘nyjepiaq Juek uenjualay
13eqip JUBIO}SAL | JINUAW  JIJEJ0)SAI UE|ipedy uejeyapudd ueduap J1JB1O]Sal UB[IpEa) |
I[N ueppeay  ueleyopuad | smndip piseyioq Sue ereyiad inynSusw ymup g | ueleyspuad ue3uap
ueiode] qemer sidajens

dun3Zurvuag ugnjeg | Jojeyipuj snwny J0JBYIpU] SNUIEY] J0)eyq1puy ueIeseS *ON




620Z-570T SIDILVYLS VNVIN3Y

ugpeg uep wnwp)

uBYIBSO[asIp [ISBYIaq

ISBIPAW [N[R[AUI UBYIBSI[ISIP [ISeytaq Suek

[1seysaq Fuek

ue[ipeiod uepeq | uasidg | Suek esexsed yejung | eseped unynSusw ymun uenfnuaq fui JojeyIpul eieylad asejuasidd 6|
nyeieq uenjualay uedusp
1ENsas pnsyewip euewieSeqas gLy IynuUIWAW
SueK eieysad ye[epe juelolsal ue[ipeay ueeyapuad
uederouad rseyiyieny rynuaww  Fuek eIeNIA]
ueqIoy ueidnioy ueynuwad °q
‘[eisos ef1ay euepid uep uesemeduad euepid
ueymefuad neje ueeqoosad eueprd ueymefusq ‘e
:J11eJ0)SAI UB[IPEaY JBNIa) VAU ueyiesepiaq
jueio}sar  uepipeay  emyjyad  UB[ISBYIAGIY
‘deje) winyny ueenyayIaq ye[a}
Sued ueppeduad uesmind uepeluow 1BS3AS
emyepsa) yelos unye) e31) npjem ununy wefep
swafes euepid yepun 13ugn3usw emyepR] O
neje :eseny Ise[a1jedepla], °q
‘uerewepiad ueynye[aw
jynjun - Ye[OUSW  BMYBPId) nele  ueqIioy B
ueirode| qemer sidajens
Sun33ueusg uenjeg | JojeyIpuy snuiny J0)eIpuU] Snwey| aoyeqipuy UBIESES "ON




620T7-570C SIDILVYLS VNVINIY

%001 X ISISAIP

je1eAs [ynuaaw
uek yeue eiexysad

yejun( 13eqip 1SI9A1p

-guepid yepun ueSuejnSuad ueyednisw
ueynq uep unye} , yemeqp emefuad euepid
ueduap weouerp Fuek yeue eieyiad mred ISIDAI(

‘nyjepieq uek
ueduepun-Juepuniad uBNIUSRY JMINUAW  [SISAIP

mepow  jyesojsal  uejeyopuad ueSusp eseysad

ISIOAIP INJE[W

ewedy ue[peldd pigoas  ueyiesa[asip | ueresajaAuad uejiseyraqay jeySun inynusw ynjun upyIES9[OsIP  [ISByIaq
uepeq uep wnuwp) [1seYdaq Zuek ue[ipeay Lieouad yeyrd ered epeday wnyny Sued eue eiexred
ue[ipeidd uepeq | ussidg | yeue eseysad yejung | uensedoy paquew ymun uen(nyaq 1ul I0jeqIpU] asejuasiog 0Ll
wnjey uou
undneje wiyey Jojelpaur yajo ueeuesye[ip Juek
ISeIpawW UB[ISeyIaqay seje Jumyip iserpaur elraury
‘ueideqas
ueyrewepip [iseyiaq Jued ermeyed ueqg ‘q
‘ereyjsad
04001 X 1seipaw | ueinqeouad neje uerewepiad ENe  ue3udp
ueynye[ip qifem Suek | eAuyninpos ueyrewepip [iseyiaq Suek eleyiod e
ereysad yejwnl 13eqip anndijow 1seipaw
ewedy ue[ipelad Iserpaw In[e[awW | ISLIPajy] ueNIesa[asip [iseyiaq Juued ereyIad 7 | IN[B[AW  UBNIESI[ISIP
ueiodey qemer sidareag
Suns3ueua g ugnjes | JojeqIpuf snunyf J0}BYIpU] SNWEBY Jo)eyipuy aeIeses *ON




6707-SZ0T SIDILVYLS VNVINIY

ewiedy ue|ipeiad

uepeg uep wnuw)

%001 X uexynferp
Sued ewede epeprod
uep ejeprad ereyiad
yejunl Feqip 1oy
-3 ugyeundduaw
ueynfeip Juek ewede

ejeprad uep ejepiad

uerey3ueIas UE[EPe YIUONNI[d BIRDAS UBSUBPISI

NIUOI[O WRSIS uryeundFuaw
ue3uap eiedou eyesn ejel/I)[IWl BYEsSn eleR)/BWETE
eepsad/snsnyy ejepiad/ejepiod eieyiod uswnyop
uegueduniuad uep ueredweduad ‘ueeoaSuad euds
‘wnyny eAedn ueewouad ‘uendus “yidnp “yydar
‘ueqemel ‘uenyeysoquiad/ueid3ued ueredweluad
‘uereAequod  ueewpzouad  ‘1susAsdu/ueuemelrad
Jueyejueq/uejeiaqay/ueuoyoutad/uejednd
sasoxd

ueewrrrouad ueiey3ueIas

ye[epe NIUOIDR[® BIe03s eieyiad ISBNSIUIWPY
ewedy ue[IpeIad UBp Winwi() uejipeidd uedunydul|
Iip yuonyd[d eieoas ueduepisiad uep ereyrad

isegsiurwpe  ueyeungfuow Fued ejepiad eieyiod

uno)-2 ueynleduaw
Suel ewede ejepiad

uep ejeprad eieyiad

uepipesdq uepeq | ussiag | eiejiad yejwng | yejwn( myn3usw ymun uen(nyiaq rur IojeyIpuj 9SBIUaSIag It
vreytad ueesyuawad uenuayduad
ymun wiyey uedejouad uep  ueppeSuad
enjoy Hep [iseysaq 1siaalp uedejouad eAuepe
ye[epe 1s10AIp [1seyraq Suek yeue ereyiad 1siugaqg
uelode| qemer sidajeng
Sund3ueuag uegnjeg | JojeyIpuj snuny Jo)eIpuj snwey Joyeqipuy uBIESES U




6C0C-S7OT SIDILVYLS VNVINIY

ue[Ipelad BUP

ewedy uepperdq

-3 BIBDAS UBMEBIYEPIP

3uek Suipueq

uno02-3 ueyeund3uaw ueynleip Juek

eweSe ejepiad uep ejepsad ereyiod Fuipueq wnyny

uep ejepsad ereyrod

Suipueq wnyny

‘wnur) ue[iperdd | uasidg | wmyny ededn yejwng | eAedn yepwnl inyn3usw ymun uenlnuaq ur tojeyipu] | eAedn asejuasiag p1'[
%001 npediag-o iseyide
x euepid ereysad | inpejow yiuonys[s eiesss ueynlerp Sued ueurziad (npediag-9) jluonys[e
ueueAe| yejwnl | uep esyed ededn ueuoyouuad ‘ereyyed seylaq BIBOSS ueyyeduyp
13eqip yruonyapd | ueyedwned pndiowr ueueprd eseysad ueuedey ‘7 | Sued  oypnw  euepid
"IONIA UB[IpBIag BIBO9S ueynlerp npediag-s ueyeund3usw uep jedeurl ‘euepid
uepeg] uep wnu} Suef euepid eieyiod | Sued oy euepid uep jedewrl  ‘euepid eaeysod ueueAe|
ue[ipels uepeq | ussisd | ueueke| yejwnp | erexsad ueuede| yejwnl ssejuasiad mynSusw yyun [ | aseuasIg €11
%001 x euepid (npediag
“JON[IA UB[IpRIa] eaeyad yejwnl -3) NIUOLJ[d BIBDIAS
uepeg uep 13eqip S TLNIVETE] ueyyeduwijip Fuek
ewedy ue[iperog eieods  ueyyedujip ‘npediag-2 me[aw yiuonydd | Jupiw  euepid  uep
uepeqg  ‘wnuif) Zuek euepid | eieoas ueyyedunjip Suel sonpiw euepid uep jefewt[ | jefeurl ‘eueprd eseyaod
uejipiod  uepeq | uassiad | eieysad yejwnyg | ‘euepid esexgod yejwnl asejussiod inyn3uwr ynyup) | asejuasiog AN
"ISeYIUNWOY Uep IseuLiojur 13ojouxya)
ueSunynp ue3usp uejyeuesye|lp ued ue[ipeduad
yajo ereytoed iipeSusw uep esyuawow sasoid
ueirode qemep sidajenyg
dun33ueuag ugnjeg | JojeqIpuf snurny J0)eqIpuf snumwey| J0)eqIpuy UBIBSBg "ON




6Z0T-S70T SIDILVYHLS VNVOIN3INH

%001 X BUWLISP
Buek uenpeduad

yejwnl 13eqip npjem

npEem

1eday uey1esa[asip ‘uenpeduad ueue3ueuad 1esajes | jeda), Suek uenpeSuaq
uesemeduag Juek uenpeduad | ue3uap redwes (TYVIN SYMIS Isexijde eped 1a1si3a1p) ueuedueus
uepeg | uosiod | ueueSueuad yepung | ueseme3usd uepeg eped ewieup uenpedad el | asejussidg €T
usseme3uag NdHT ueiodejad NdHT ueiodeaq
uepeq | ussidd | ueynyeday syapu| NdMHT uelodejaq ueynyeday] syapuj | ueymeday syapuj 7'z
AHqnd
ueedevotadoy
uep  ueuljeAIY
uesemeIuad sejudaut uerefiuad (3un3y yeweyye [BUIjul NYRA sejgaju uere[uad yey3ul],
uepeq | uasiad | loAIns syopu] | uapuodsay) MdM Y3JO UBEnye[Ip I9AINS UBBUBSYR[dJ | IPAINS  SYopul  ['Z eAueySUIUSy | 7
%001
X Juipueq wnyny
ededn  ueynfe3usw uno)-a ueyeunddusw
Juei eleylad Buek uejipeduagd
NNL yejwnl 13eqip unoo ip  ewede  eeprad
uelode| qemep sidajea)s
dun33ueuag uenjeg | JojeyIpuj snuiny Jojeyipay snwey| Joyeyipuy uBIBses "ON




6Z0Z-520C SIDILVYLS VNVINIH

‘eueleselq uep eueieg ‘g
‘ueynsejq uep uere§ ‘uenpeduad ueuedueuad g
‘euesye|od mye[ad L
‘euesye|a  1suazedwoy 9
‘ueueAe[a  stuar 1seyyisadg ynpoid ¢
Juepekerqg
‘ueresa[oAusd neM € ‘ueydejonp
“Inpasolq uep ‘SuwsiueyA ‘walsig 7 | uek ueueAe|
‘uejeieAsiad ‘[ | Jepuel§  uejylesepiag
uejipeduad snyuIaq 1efeqas ersosy ueduap uejipeduad ue[ipeduag
ueuede;  eundSuad | ueueAe| iepuess depeyta) ue[ipeay Lieouad jeyeieAsew | ueuele| eun33uag
uepiperad uepeq | syopuj | uesendoy syopu] | uesenday JmynSuow ynjun uenfuaq jur  sydpuj | uesendayf syapuj ST
04001 X ueesyuawad
[isey  Isepualuoyal unfuepjepunip
yejwnf 13eqip el1ay uenies yao nnluepepunip | Suek uesemeduad
uesemeduad nnfuepepunip  Suek | Sued ue3uenay esyuOWY] uepeg/uesemedudq uepeq | [ISeH ISEPUIWIONY
uepeg] | ussiag | Isepuswioyal yejwng | ysjo ueesyuwoad/uesemeduad  [ISey  ISEPUSWOYIY | ISBIUISIdG 'z
uvaode| qemer sidaens
dun33ueuag aenjeg | JojeqIpuj snuny J0})BYIpU] Snuey| J0}eqIpuy ueJIeseg "ON




LE 6702-5707 SIDIALVYLS VNVONIY
1ayjes
1suaisajo re[u isedoife muek o467 I1SUASYF ‘q
(240¢) 1opres Oy uerede)) 1se3a18y o
(%52)
| uopsyg mun oI uerede) ise3aily e
\(%$7)
7/(ueeuesye[aq | T/ si391ng ueieseg Iojexipu] uerede) o
eloury | wep uipie) uek 946/ 1e[iu ue3usp selyNyy B
IB[IN + UBBUBOUSIdJ :ueie33uy ueeupoualad elioury I[IN [
ueduenay] el1aury 1e[IN) ‘uele33uy ueeuBsSYE[dd
ong uep = M uewrdduy | efury [eIN %0S Hep uerdSuy ueeuBdUAId] uesed3uy
uggueduaIsd oag | [eiN | efoury (e[IN | Blaury IB[IN %0 Mep Lipio) ueiedduy elaury epN |eloury  [BIN  T°¢
[eUOISajO1q
uep  ueredsuel]
yejuawad | Suek  uepiperdd
ISUBJSU| eloury uswsleuey
ugeuBdUAIdd Ol [e[IN dIAV BN yejuLawa  Isuejsu] elauiy seljiqelunye BN | SeiIqeunyy [B[IN ['¢ eAupninmia], | ¢
[BUOIS3JO1 UBp WAPO ‘[aqeiunyy ‘ueredsuel] Suek uefipeiad uepeq ueypnma : g uenfnp
ueiode] qemep sidaea)§
Sun33ueuag uenjeg | JojeyIpuj snurnyy J0JEYIpU] SNuIey| J0}eqIpuf "ON

uBIBSES




6C07-5¢0Z SIDILVYHLS VNVONIH

ueremedoday]

ong

Syapuf

JLIBJA WAISIS SYIpU]

swsjodau) yjow disurid ue3usp ueSuejuaaq Fuek
uexeliqay uep [sespijod uep NSV Juiey (Sunpuijajy
Je[yIp uep ue3uiquiq

mepw NSy uendwewdy  ueySuequioSuspy
"yeAe| uep ipe Juek sesuadwoy

uedquad oW NSV ueyjueyenadwapy
‘1sudjedwioy rensas yeyunawad (seryoiq
uejeqel-eleqel eped ejorow ueyedwosuow uep

seldajuniaq uep [euoisajoid Suek NSV InIYAIS

1

JLISIA wia)sI§ syapuj uen(ny,

walsls  syopuj

W
€€

(%$7) mdinQ uerede) -y

(%01) ONLL uep df) ueejo[aduag
(%01) [enpyenuoy efuejag
(%01) VdId € [eH Isetaaq

(%S) IS tsesuadsiq
(%01) ueyi3e ] ueiesajakuay

¢ 4 ob

g g

(%07) uered3uy uederaluag

o S

(°%01) vdIq staay

‘Lep LIpId) uele33uy ueeuesye[a elraury e[IN 7

uerode| qeaep
dun33ueuag

uenjeg

J0)Byipuy snuny|

Jo0)eyIpuy snwey

10)eq1puy

sidaea)g

uBIBsSES

‘N |




6C0C-S7OT SIDILVYLS VNVON3IY

ueeueouasad erejue  uefunqnyidey anynFusua

jynjun  1ojeyiput  yejepe elIoUry UBRUBOUAID]

ueSuap ueunduequia UBBUBOUAIS{ ue3unqnuidley ‘¢
:Seje L11pIa) 1sestuosuis Liep uerejiuad usuoduwoy|
‘ueeueoualad uownyop sejurp uered3uy ndeq
uerensasay inyn3usw euas Yy wejep ueydeloup
Buek ndinQ

uered3ue  ue3unynp

sejLoL]

ygun I/
JnjnSusw  ymjun JIOJENIPUl UB[EPE ISESIUODJUIS ‘T

ugpury IeARIqUILU

uenpediajay

'Seje LIpi1a) sejdajur Lep uerejiuad
uauodwoy -yesnd /3 1ey3un 1p ueeueoussad

iseuipiooy ueyedniow uep ueeuedualad uswnyop

lpue  ueunduequad ueeueouasad  uenpedisley [BUOISEN
[euoiseN | inynBusw  ymun usuodwioy yejepe Isesdau] | ueunJuequia
isesiuediQ) uep ueunJuequia g :nndijaur [euoISBN ueRUBIUAIOJ
UBBUBOUAIDJ OIlg | SYOPU[ | UBBUBOUAId SYOpU] | ueunFuequad UBBUBIUAIJ SHOpU[ uele[iuad uduodwoy | syapu] CE
uedey3ualag Jasy ueduenay] LIBIUSA uesninday ueyiesepiaq eredau 198y
onig | syopu| | ueejoja3uaq syapuj | yiiw Sueseq ueejo[afusd senjeny ueinyn3usad 1e|y | ueBjO[dBUA{ SYOPU] p'E
(owsteiprownd uep
ueiode| qemer REILA TS
Sund3ueuag aenjeg | JI0}EqIpU] snuiny Jd0)eyIpuy snuwey J0}eqIpuy ueJleses *ON




E 6C0C-SZOC SIDILVYLS VNVINIY

: IojuRq redeqos ueeuepuad eySueiay uep ellauny ja3re) uep JojeyIpul ‘uereses ederaqaq ipelusuwr 13eqia) Inqasio}
uen(my jedwsay mred uenlny (jedws) 4 ueydelsusw ye[s) eueyeidox ewedy uejipedusd eyew eAuwm|[aqas qeq eped ueyemip ye[d) uek 13ojens
uep ueyeliqay yere ‘uereses ‘uen(n) ‘istur ‘1sia eped noeSuayy ewead jexSur ip ynsew Juek erexiad smnwow ‘BSYLISWSW BWLISUSW FUBUIMID]G UBD
sednyaq ‘ewepsd jeydur] ue[ipedusg redeqss eueyeASo ) ewedy ue[ipedusd ‘ue[ipesy uep wnyny ueyedouow eund uefiperad ueyered3usjelusw
ynjun eyoplow Fued uewyeysy uvesenyoy euesye[ad reSeqes ‘ewede ue[iperod ueFunydui] ueyedniow euexedfox ewely ue[peSusg

NVVNVANHd VIONVIIMN NVA VOIANDI LADAVL

ue3uenay ueiode| weyep ueyilesip Juek iseuniojul
Mdd yojo ueduenay | uerelemay jey3uil reusfusw ueesyuawad uejnduisay dLM

ueduenay ong | wdQg | uerodeT uidQ | redeqas [ueorsajord ueejelwrad yepepe 1mdo uepnaSuag | wdg  jeyIpaid  9'¢

‘JieyJa) edequua|
elrsury ueleses uep ja3die} ipefuowr ueun3uequad
ueseses uep jadie) myreA usuodwoy qns (nyes) | Lep
L2} up Jojexipur tep usuodwoy ‘ueunduequiad

ueeueoudsad isuejsqns ue3uop rsueisur efioury

uerode| qemep sidajea)s

Sun33ueuag uenjeg | J0)BYIpU] SnWNY J0jeqIpuy snwey| Jo0)eyipuy uvieses ‘ON




H 620Z-S7OZ SIDILVYLS VYNVINIY

_ _ ue[iperad _
_ | ! m _ ueuefe| depeyrsy _ _
| 7 send Sued " .
_ _
" “
|

m | | uepipeay wesuad
_ . “ uapuodsax “ _
06 06 06 06 05 fwmsp | | | 7

|
7 | | | ISESEY| _
7 |  wmyny efedn _

ueynfe3usw

Aepl | | m
Fued ereyiad _ | | m
66 aseuAsIdd 9 | m

7 | 66 66 66 66

Suipueq
wnyny ededn
ueynleguaw

|

|

| “ | . m Suek m

| 7 _ m ! _ I | TP AE ereyiadag _

| aseuasIdg  'q
e o . B TR aqmunye yyd e uep  [aqEunye
” | ” wep eyereAsew uep

| ueredsuen epeday  ueredsuen

npyem jeda ‘nsed Suek ueredsuenn  ‘nsed Fuel

| 1 | _ " ueyesa[asip uejipesad - Buek iseuojur uejipesad _
0sT 0sTy cnm.v 0ST'v ooo I _ SueL ereyiad sasoxd . ueredureAuad = sasosd X
PESSITYL | 65 n_m 4 .%.n._ﬁ._ 65S1TYL 8% 8 . : e ié&a&# L L g sm éﬂ_?ﬁﬁ _




620T-S7OT SIDILVYLS VNVONIY

0sT
PoSeIT YL

0sTy
65°SIT YL

0sTy
65°CIT VI

0sTY
6S°CITYI

000
‘E19°0T8°6

000°00¥'16  000°00¥ 16 000°00%°L6 000°00%°L6 | 000°00¥ L6

0
000°SLETE  000°SLETL 000°SLETI O000°SLETL | 00°000°S1L
0sT 0sTy 0sTy 0Ty 000
‘PeSSITPL 6§ SITYL | 6SSITYPL 65 SITPL EI90T86
6T0T 870T LT0T 920T £20T
(yerdny eInr) 1sEHO[Y

86

001

001

00l
620C

86

001

001

0€

0oL
870T

86 86
001 001
001 001

0t 0t

001 001
LT0T 9Z0T
L ITA

(1snjasyj1p)

nnfuepepunip

Fueik

ejepiad eresiad

g6  uesnind asejUasOI]
W} Uerjues
UBUBAR]
jedepuaw
Fuek muaya)
ueduojon)
ue[ipeay]
1Tesuad

001 JIsEIUAs0I] "q

UBYIBSI[ISIP
Buel

(ereyaq ehelg
ueseqaquiag)
oapoid erexyad

001 aSBIUSS0I ‘B

ISBIPaW [n[e[auI

uey1esajasip

FueA ereyiad

0€ aSBIUASI] q

npesm jeday
yeyud ered
ueyeduresip
FueA uesmynd
reutjes

00l aseuasld B

SToz  El1aury lojeyipuj

UEJIESES

ueipeduad
uesmynd
depeyin
ueymeday e
Amex3uruapy

u
eyndduidiag,
uep UL{si
1eYeIRASEIAl
13eq
uejipelaq
sasyy B
Awex3uiuap

BIRYIad
ueiesajauad
ueejojaduayg
SEJIALINAIH
uejey3uIu

ueieln)

%001

%001

%001

SEY AT

uefipelad
uawaeuewr
uep
lsensiujmpe
uedey3uajay
3sBIUISIa]

ueyi33uidiay
uep unsiu
jeyereLsew
13eq ueipesad
ueuefejad
IsBIUISIag

uejipeduad

mpasoid

ueduap

1ensas ereyIag

UB[ES2[AUIJ

asBjuasolq

elioury

Jojeqrpuf

ISU3ISLJa
uep jipjaje
Juek
wejipesad
uauafeuewr
uep I

- sexnsyunpe

quuo) B
Aueydiora

ue
yu3Furdioy
uep upysiu
1ByRIRASELI
13eq
uejrpesad
ueuesefad
ek
upnfnmia ],

ueduul
eARIqQ

uep jedas
‘eurelIapas
Suek
ue[ipesad
ueueiejad
ek
upnfnsia g,

uelei)

genln],

ON



6Z0C-S7OZ SIDILVHLS VNVON3Y

0ST'y 0SZ'¥ 0ST'Y
65 SITPL  65SITVL | 68 SIT VL
8202 LZ0T 920T

(yeidny B3ng) 1s8yO[Y

UBIELIBIDINISAY
Jeis uep jeqeleq

el1aury ueredes euee£So &
aseIUASIzd 'q ewedy
ue|ipeduayg
nan
ueeiajueday uioddng
Juis uep jeqeldg meredy
el1oury ueredes eloury

aseUAsIdJ e ueeyduuag

efIouty Jo1epuy uefeln)

uBIBSES

BUBYRAGO 4
eLeyeA30 4 ewedy
euredy = uepipeduag
ue(ipeduad nun
nun Jurpoddns 3uroddns
Injerede injerede
elioury ueredeo eloury e
ISEIUISIdY  AwjeBulusjy
BEETH uBlRIN)
JojeIpu] ;
uenfng,



Selain dari pada itu, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
strategis, Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki 3 program sesuai dengan
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung Republik Indonesia

X . Target |

| Sasaran Program Indikator B 2026 2027 |
Meningkatnya 55 58 58 60 60

Meningkatnya ol
Kualitas laganaii pengelolaan orang | orang | orang | orang | orang
administrasi
dukungan .
: kepegawaian dan
manajemen untuk
pengembangan SDM
mendukung T00%
pelaksanaan Meningkatnya ® 1 100% | 100% | 100% | 100%
pelayanan prima | pengelolaan dan
peradilan pelaporan keuangan
yang transparan dan
akuntabel
Meningkatnya kualitas | 29%€ | 2dok | 2dok | 2dok | 2 dok
manajemen rencana
program dan anggaran
serta organisasi secara
transparan, efektifitas
dan efisien
‘ 12
Meningkatnya bulan 12 12 12 12

pengelolaan Sarana dan bulan | bulan | bulan | bulan
Prasarana untuk
menunjang pelayanan

peradilan

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Republik

Indonesia

Sasaran Program i Indikator

Sarana Prasarana 2Unit | Sunit | 7unit | 9unit | 9 unit |
Pendukung Sistem
Informasi Penelusuran

Terpenuhinya
kebutuhan Sarana
dan Prasarana

dilammendukung Perkara (SIPP) dan e-

court
pelayanan . ” : s
peradilan Peralatan/ Fasilitas 20 20 unit | 20 unit | 20 unit | 24 unit

Perkantoran Penunjang
Kinerja




Terselenggaranya
penyelesaian
perkara yang
sederhana,
transparan dan
akuntabel

Perkara yg
diselesaiakn melalui

Pembebasan Biaya
Perkara

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Sasaran Program Indikator

30 pkr

25 pkr

Jam Layanan Pos
Layanan Hukum

914 JL | 914 JL

914 JL | 914 JL

914 JL

Program

. Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah

Agung Rl

KERANGKA PENDANAAN 2025-2029

9.620.113.000

Ind_ik_a_t-siul-’eljdanaan (Rli)

| 205 [ 20

10.844.208.250 |

L2028 TR
10.844.208.250

~ 2020 |
10.844.208.250

. Peningkatan

Sarana
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung RI

138.000.000

3.371.386.000

3.371.386.000

3.371.386.000

3.371.386.000

. Peningkatan

Manajemen
Peradilan

145.700.000

143.075.000

143.075.000

143.075.000

143.075.000
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RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Penutup

Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025 — 2029 diarahkan untuk
merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan
strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk
menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang, tantangan, program yang
ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output
yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta akan terus disempurnakan dari waktu ke

waktu, dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan,
dengan rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan
dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan unit — unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama
Yogyakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah tujuan dan
sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2025 — 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama
Yogyakarta dapat terwujud dengan baik.




